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SALINAN

e I

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAVAAN

REPUDLIK INDONESIA
NOMOR 02597011904

TENTANG

ALIN FUNGSI SEKOLAII TEKNIK NEGERI

DAN SEKOLAH KESETATITERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI
MENJADI SEXOQLAILI LANJUTAN TINGIKAT PERTANMA NECERI

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

MENTERI PENDIDHICAN DAN KEBUDAYAAN

batwa untuk memperluas daya tampung sekolah dalam ranpka pelaksanann
wajib belajar pendidikan dasar 9 lalnyn, dipandang perlu mengalihkan
Sekolah Teknik (5T) Megeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama
(SHKP) Megeri menjadi Sckofah Linjutan Tingkal Pertama (ST

MHeper, s4tee

. Undang-undang Momar 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 1990:
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a4, MNomor 44 Tahun 1974
b, Momer 15 Tahun [984 scbagaimana telah beberapa  kali

divbah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomar 15 Tahwn 1994;
¢. Nomaor 96/M Tahun 1993

d, MNomor |6 Tahun [994:
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a, MNomor 0371/0/1978 tanggal 22 Descmber |47t
b, Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Pebrvari 1993,
Persetujuan Menleri Negara Pendayagunaan Aparatur [degara dengan surat
Momor B-[256/1/94 tanggal 28 Scptember 1904,

MEMUTUS KAN:

KEPUTUSAN MENTER[ PENDIDIKAN DAN KEEUDAYAAN
REPUBLIK INDONESTA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH
TEKNIK NEGER[ DAM SEKOLAH KESEJAHNTERAAN KELUARGA
PERTAMA NEGERI MENJADI SEKOLAH LANIUTAN TINGKAT

PERTAMA NEGERI.

e



Pasal |
Mengalihkan (86 Sekalah  Teknik (5T MNegeri dan 71 Sekalah

- Kescjahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjaci 257 Sckolah

Lanjutan Tingkat Perta ma Negeri sebagaimana lereantum dalam Lampiran
[ Keputusan ini, i

Pasal 2
(I Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
~ SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal | adalah sebagaimana
ditctapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomer 0370/0/1978 tangpal 22 Desember 1973,

(2} Strukiur organisasi SMP schagaimana dimaksud dalam Pasal |
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

PPasal 3
Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi unuk melaksanakan alih fungsi sekolah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal | yang berada di wilayahnya masing-
masing.

Pasal d
Biaya pelaksanaan Keputsan ini bagi masing-masing Propingi dibeba skan
pada mata angparan yang scsuai sebagaimana tercantum dalam kolom 2

Lampiran I Keputusan ini,

Pasal §
Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh
Indanezia menjadi 8.376 buah yang tersehar di 27 Propiusi,

Pasal &
Keputusan ini mufai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Duetapkan di Jakartn
pada tangpal 5 Oktaber 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Crof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegorn



;:'5”_ SALINAN Keputusan ing disampaikan kepada :

I Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Megara:

2. Sekrataris Jenderal Departemen Pendidikan dan Ke.buda}rnan:

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan fan Kebudayaan:

4. Semua Direktur Jendera dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
5. Kepala Badan Penelitian dap Pengembangasn Pendidikan ¢fan Kebudayaan:

i

Semua Sekretaris Direkiorat Jenderal, Inspekearar Jenderal, dan Badan Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lngkungan Departeinen Pendidikan dan

Knhuﬂayﬂan:
7. Semua Direktyr, Kepala Birg, Kepala Pugat, Inspektur dajam lingkungan Dep
Pendidikan dan f{:huda;.-aan;

8. Kepala Kantar Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di' Propinsi selempat;

9. Gubernyr Kepala Daeral Tingkat I di Propinsi selempat:
10. Badan Administrasi Kepegawaian Nepara:

L. Badan Pemeriksa Keunangan:

[2. Direktorat Jenderal Anggaran Depariemen Keuangan:

Salinan sesua; dengan aslinga
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departeman Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Perdturan Perundangvundangan

lardiyah 'Zt i
P 130344753




LAMPIRAN @ KEPUTUSAN MENTER! PENDIDIKAN DAN KEBUD
NOMOR DESW{]HE@% TANGGAL 5 Uktuber 1994 i

. STRUKTUR ORGANISAST
SEKOLAM LANJUTAN TINGEAT PERTAMA (SMP)
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KEPALA SEKOLAN 7
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MENTERI PENDIDIEAN DAN KEBUDAYAAN
{ict.

Huai dengan aslinya Prol.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegors
um dan Hubungan Masyarakat

¥en Pendidikan dan Kebudayaan

agian Penyusunan Rancangan

i Perundang-undangan
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